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PERATURANREKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 
NOMOR 8~54 /UN40!iiKI2017 

"-.. 

TENTANG 
BANTUAN BIAYA STUD I DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, 

a:. bahwa kebijakan dan progrmn pengemb~mgan kapasitas sumber daya 
maitusia dalam mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan 
Ti11ggi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keunggulan 
Universitas sebagaimana tetcantum dalam Rencana Strategis UPi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbanga11 sebagaimana di1naksud dalam huruf 
a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Bantuan Biaya Studi di 
lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia; 

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
78, Tambahan Lembaran Negara Non1or 4301 ); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Gutu dan Dosen 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nom or 157, 
Tanibahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 

. 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20.14 tentang Aparatur Sipil Negara 
(Lembara:n Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Peratutan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 

7. Peraturan Pemerintah Nonl.or 15 Tahun 2014 tentang Statuta 
Universitas Pendidikan Indonesia Bada:n Hukum (Lembatan Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

· Negara Republik Indonesia Nomor 5509); 
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Menetapkan 

8. Peraturan Pernerintah Nom or . 26 · Tahun 2015 ten tang Bentuk dan 
Mekanisrne Pendanaan Perguruan···Tinggi Negeri Badan Hukum 
(Lembaran Negara Republik ·Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, 
Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699); 

· 9. Peraturan Majelis Wali Ainana:t Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 
tentang Peraturan Pelaksamim1 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 
2014 tentang Statuta Universitas Petididikan Indonesia sebagaimana 

. telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat 
Nomor 01/PBR/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Majelis Wali Amanat Non1or 03/PER/MWA UPI/2015 
tetitang Peraturan Pelaksanmiti Peraturan Petnerintah Nomor 15 Tahun 
20 14 ten tang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia; 

10. Peraturan Majelis Wa:li Arnartat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 
tentang Revisi Rencana Sttategis Universitas Pendidikan Indonesia 
Tahun 20 16-2020; 

11. Keputusan Majelis Wali A1nanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 
tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia 
Pengganti Antar Waktu Masa Bal<ti 20 15-2020; 

MEMUTUSI(AN: 

PERATURAN REKTOR TENTANG BANTUAN BIAYA STUD! DI 
LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peratun1h Rektor ini yang dirnaksud dengan: 
1. Universitas Pendidik~m Indonesia, yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri 

Badan Hukum. 
2. Statuta UPI adalah peratunin dasar pengelolaan UPI yang digunakan sebagai landasan penyusunan 

peraturan dah prosedm~ openisional di UPI. 
3. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelengganian dan pengelolaan UPI. 
4. Fakultas adalah hilnponan smnber daya pendukung ·yang menyelenggarakan dan mengelola 

akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu ruinpun disiplin ilmu pengetahuan 
dan teknologi di lingkungan UPI. · · 

5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di Iingkungan UPI yang berwenang dan berta:nggung jawab 
terhadap penyelenggaraan peildidikan di masing-masing Fakultas. 

6. Bantuan biaya studi · adalah bantuan biaya yang diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan 
yang sedang menempuh pendidikan bagi PNS dan Pegawai Tetap Universitas. 

7. Do sen adalah pendidik profesional dan ilmuwan . dengan tugas utama mentransformasikan, 
mehgembangkan, dan tilenyebarluaskan ilmu pengetahuan, dan teknologi melalui pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

8. · Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri d~m diangkat dengan tugas 
utarila menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPL 

9. ·. Pegawai tetap adalah pegawai tetap Universitas yangberstatus nonPNS. 
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(1) ·Jenis bantuan biaya studi terdiri dari: 
a~· Biaya Pendidikan/Tuitionfee;dan 
b. Biaya penyelesaian studi. 

BABII 
JENIS BANTUAN 

Pasal2 

(2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan per semester dan paling 
banyak 2 semester. 

(3) Biaya penyelesaian studi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b diberikan setelah sidang 
skripsi, tesis atali disertasi dan dinyatakan lulus sesuai dengan Standar Biaya UPI. 

· ( 4) Bantuan biaya studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk satu jenis bantuan 
studi. 

(5) Dalam hal tertentu UPI dapat rriemberikan bantuan biaya penelitian Disertasi. 

· BAB Ill 
PERSYARATAN 

Pasal3 

Persyaratan untukmertdapat bantuan biaya studi sebagai berikut: 
a. Persayaratan Umum: 

1. Betstatus PNS/PegawaiTetap nonPNS; 
2. Tidak sedang meneritna beasiswa; dan 
3 .. Masih berstatlts sebagai mahasiswa aktif pada pergurum1 tinggi terakreditasi minimal B. 

b.· Persyaratan Khusus bagi bantuan biaya pendidikan: 
1. Memiliki surat tug;as belajat/izin belajar; 
2. Memiliki NIDN bagi dosen; 
3. Surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang meneningkan bahwa yang bersangkutan berstatus 

mahasiswa aktif dat1 masih memiliki masa studi; 
4. Surat.ketetangan besaran biaya pendidikan yang hatus dibayar dari perguruan tinggi tempat studi. 

yang bersangkutan; · 
5. Membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi; dan 
6. Menyerahkan laporan perkembangan studi. 

c, Persyaratan Khusus bagi bantuan penyeh~saiap studi: 
1. Menyerahkan bukti lulus berupa ijazah; atau 
2. · Surat keterangan telah lulus. 

BABIV 
MEKANISME PENGA.fiJAN 

·Pasal4 

(1) Untuk mendapatkan bantuan biaya studi harus mengajukail permohonan tertulis kepada Rektor 
dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksi.td dalam Pasal 3. · 

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja. 
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· Pasa15 

Biro Kepegawaian 1nelakukan kompilasi dan verifikasi penrtohonan bantuan biaya studi untuk 
menentukan besaran bantuan biaya studi yang dapat dibayarkan yang selanjutnya diusulkan pencairannya. 

Pasa16 

(1) Pei1erima bantum1 biaya studi wajib menandatangani Perjanjian sebagai bentuk komitmen untuk 
· menyelesaikai1 studinya. 

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud-pada ayat (1) tercantum dalmn Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini. 

Pasal7 

Penerima b~mtuan biaya studi yang telah lulus wajib melaporkan diri dengan menyerahkan bukti 
kelulusan melalui Biro Kepegawaian. 

BAH VI 
SANKSl 

Pasal8 

Penerima Bantuan Biaya Studi yang tidak dapat menyelesaikan studinya dikenakan sanksi sesuai dengan 
perjanjian. 

BAB VII 
PENUTUP. 

Pasa19 

Pada saat ·Peraturan Rektor ini mulai betlaku, bantuan biaya studi dapat diberikan kepada dosen dan/atau 
tenaga kependidikan yang lulus mulai bulan Januari tahtm 2017. 

PasallO 

Peraturan Rektorii1i rriulai betlaku pada tanggal ditetapkan. 
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Ditetapkan di Bandung 

pada tanggal2 7 NOV 2017 
Rektor, 

~ 
j>Prof. Dr.H.R. Asep Kadarohman, M.Si.i 

NIP 196305091987031002~ _ /' 



LAMPlRAN . 
PERA iURAN REKTOR UNIVERSlt AS PENDIDIKAN INDONESIA 

NOM_ OR 8!5!JQDN10/HK/2017 
TANGGAL :27 WI 'J 2011 

. TENTANG BANTU AN BIA Y A STUDt Dl LINGKUNGAN UNIVERSITAS 
. PENDIDIKAN INDONESIA 

PERJANJIAN PEMBERIAN BANTtJAN BIAYA STU:OI 
NOMOR: ....................................................... -;. 

Pada hari ini ......... tanggal ............................ bulan .. · ................ ; ..... · ... tahul1 ..................... , ............................... . 
yang bertartdatangart di bawah ini: 

: Dr. H. Edi Suryadi, M.Si. 
196004121986031002 

Nama 
NIP 
Jabatan 
Alamat 

: Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dart Adrniilistrasi Umum 
: Jalan Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK 
PERTAMA. · 

Nama 
NIP 
Jabatan 
Alamat 

Dosen/Tenaga Kependidikan Universitas Pendidikart Indonesia 

· Dalam hal- ini bertindak urttuk dan atas nama sendiri dengart rtomor rekening ............... pada Bank . . . . . . . Cabang 
.............. yangselanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

Para pihak menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pemberian bantuan biaya studi dengan 
ketentuan sebagai berikut: · 

1. PIHAK PERTAMA bersedia untuk memberikan bantuan biaya studi sebesar Rp .......................... (. .................. . 
.... ..................... ... .. . ... ... . ... . . . . ... . .. . .. .. .. .. . . .. .. . . . . ... . . . .. . . . . .. . . .. .. . . ·: ........... ) kepada PIHAK KEDU A dengan pembayaran 
sekaligus melalui rekening PIHAK KEDUA setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua pihak. 

2. PIHAK KEDUA bersedia untuk menggunakan biaya bantuan ini hanya untuk kegiatan yang berkaitan dengan 
penyelesaian studi ianjut pada : 
Perguruan Tinggi 
A lam at 
Jenjang 
Program Studi 
sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor. 

3. PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus dalam waktu ....... (. .................................. ) 
bulan sejak ditandatanganinya Petjanjian. 

4. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan kewajiban studi sesuai dengan Perjanjian irti, PIHAK 
. KEDUA wajib mengernbalikan uang bantuan biaya studi kepada Universitas sebesar yang telah diterima. 

5. Perjanjian ini· dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangarti di atas meterai yang cukup, masing-masing 
mempunyai kekuatan hUkum yang sama. 

PIHAK PERT AMA, 

Dr. H. Edi Suryadi, M.Si. 
NIP 196004121986031002 

PIHAKKEDUA 
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